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ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMI JAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
immmxom PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a.

Mengingat

WALIKOTA PADANG PANJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
perlu ditindaklanjuti dengan merumuskan dan menjabarkan secara
jelas kewenangan Pemerintah Daerah;

. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagian kewenangan

sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan dengan telah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 962);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dlubah dengan

» danggr;dan_ Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
- 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
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Badan Pengawas Daerah menyelenggarakan kewenangan pengawasan di bfdang
pertanian, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, bgdang
penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, bidang keschatan, bidang
pendidikan dan kebudayaan, bidang pertanahan, bidang pekerjaan umum, bldang
perhubungan, bidang lingkungan hidup, bidang pertambangan dan encrgi,
bidang pariwisata, bidang sosial, bidang politik dalam negeri dan administrasi
publik, bidang otonomi daerah, bidang perimbangan Keuangan, bidang
kependudukan, bidang olah raga, bidang hukum dan perundang-undangan dan
bidang pencrangan;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan kewenangan
perencanaan di bidang pertanian, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang
perkoperasian, bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, bidang
kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang pertanahan, bidang
pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang lingkungan hidup, bidang
pertambangan dan energi, bidang pariwisata, bidang sosial, bidang politik dalam
negeri dan administrasi publik, bidang otonomi daerah, bidang perimbangan
keuangan, bidang kependudukan, bidang olah raga, bidang hukum dan
perundang-undangan dan bidang penerangan;

Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan sebagian kewenangan di bidang
otonomi daerah dan bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;

Kantor Satuan Polisi pamong Praja menyelenggarakan sebagian kewenangan di
bidang politik dalam negeni dan administrasi publik, bidang otonomi daerah dan
bidang hukum dan perundang-undangan;

Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan sebagian
kewenangan di bidang perhubungan, bidang perimbangan keuangan, bidang
otonomi daerah, bidang politik dalam negeri dan administrasi publik serta
bidang penerangan.

(2) Rincian dari bidang kewenangan seperti dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
suatu Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga
Teknis Dacrah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

(3) Rincia-n tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dari masing-masing bagian Struktur
Organisasi Lembaga Teknis Daerah selanjutnya diatur dengan suatu Keputusan
Kepala Daerah.







Bidang Sosial Budaya, membaywahi :

1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan L
2. Sub Bidang Pemerintahan, Pencrangan dan komun.lkas:,

3. Sub Bidang Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja.

Bidang Ekonomi, membawahi :
| Sub Bidang Pertanian; .
5 Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi; dan

3. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal

Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahi

1. Sub Bidang Pengelolaan Data;

2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan; dan
3. Sub Bidang Statistik dan Dokumentast.

Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :

1. Sub Bidang Perhubungan dan Paniwisata,

2 Sub Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah; dan

3. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan.

C. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dar :
1) Sekretariat, membawahi :

a.
b.
C

Sub Bagian keuangan,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Sub Bagian Perencanaan dan Program

2) Bidang terdiri dan :

a.

Bidang Pengadaan, Mutasl, Pemberhentian dan Pensiun Pegawal,
membawahi

I. Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawat; dan

2. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai.

Bidang Pengembangan Pegawal, membawahi :

|. Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawat; dan

2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.

Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, membawahi :

1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kepegawaian; dan

2. Sub Bidang Pelayanan Informasi Kepegawaian.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

a. terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

b, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua
kelompok yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan
Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan

¢. jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

D. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdin dari :
1) Sub Bagian Tata Usaha
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2) Seksi, terdiri dari : .
a. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
¢. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

,mpok Jabatan fungsional adalah sebagai berikut : :

i Kektcrgi?i dari sejumlah tenaga dalam jenjang jgbatan fungguonnl yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kcahhannya; .

b. dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior scbagail ketua kclo’mpol\

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan Itcpa]u

Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan

¢. jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

E. Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :

1) Sub Bagian Tata Usaha

2) Seksi, terdiri dan :
a. Seksi Pengelola Sistem dan Pelayanan Informasi;
b. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Jaringan
Data;
¢. Seksi Penerangan Masyarakat; dan
d. Seksi Media Penerangan

Komunikasi

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut

a. Terdin dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

b. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan Kepala
Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor Informasi dan Pengolahan Data Elektronik; dan

c. Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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(2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Ini.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Teknis, Kepala Sub Bagian Tata
Usah_a, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala
SckSI_dan K_clompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi“inlcgrasi
dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antara satuan organisai dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta Instansi
lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing .




Pasal 8

! impi isasi 1 Teknis Daerah wajib

(1) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Lembaga _ )

mengkoordiasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pembinaan bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

ib mengikuti dan mentaati arahan,

2) Seti impinan satuan organisasi Waj ‘
s masing dan menyampaikan laporan

bertanggung jawab kepada atasan masing-
berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari ba' )
diolah dan dipergunakan secbagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan

untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.

wahan wajib

Pasal 9

knis Daerah menyampaikan laporan kepada
ub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Lembaga
Lembaga Teknis Daerah dan
kan laporan berkala kepada

Para Kepala Bidang pada Lembaga Te
Kepala Lembaga Teknis dan Kepala S
Teknis Daerah menyusun laporan berkala Kepala
selanjutnya Kepala Lembaga Teknis Daerah menyampatl
Kepala Daerah melalui Sekretans Daerah.

BAB Y

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama
Pangangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
Pasal 10
(1) Kepala Lembaga Teknis Daerah, Sekretans Kepala Bidang diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Neger sipil yang memenuh

persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Pejabat
Fungsional dan Non Struktural dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris

Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Pfoscdur. tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)
ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 11

Ketentuan tingkat eselonering jabatan di lingkun | '
gan Lembaga Teknis Daerah
dengan peraturan perundang-undangan. : o
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merupakan
rah yang diperlukan berda
: ‘dan karakteristik Daeliaﬁm i
elenggaraannya sebagian dan atau seluruhnya dapa
jasamaka: dey:gan Daerah Kabupaten/Kota lainnya
7 dan d sebagian dan atau seluruhnya ke Daerah
fhs - Propinsi

¢ cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1) ¢ Kewenangan di bidang otonomi daerah merupakan salah
satu  kewenangan lainnya yang mencerminkan
keleluasaan Daerah untuk mengatur dan mengurus b
kepentingan masyarakat menurut prakarsa  sendiri :
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

- s

s perundang-undangan,

B ayat (2) . cukup jelas

Pasal 5 . cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

B Pasal 7 . cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) . cukup jelas

B ayat (2) . Bentuk, tata cara dan waktu penyampaian laporan
E pelaksanaan tugas dari pimpinan satuan unit organisasi
3

akan diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan

Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana dari
Peraturan Daerah ini.

ayat (3) . cukup jelas

Pasal 9 . cukup jelas
Pasal 10 . cukup jelas .
y Pasal 11 . cukup jelas ]
4 Pasal 12 . cukup jelas {
4 Pasal 13 . cukup jelas !
Pasal 14 : cukup jelas y

Pasal 15 : cukup jelas
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